
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.232,2014 KEMENKES.  Klinik. Pelayanan Kesehatan. 
Penyelenggaraan.   

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2014 
TENTANG 

KLINIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk implementasi pengaturan 
penyelenggaraan klinik sesuai perkembangan dan 
perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan 
perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengeloaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3815); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional;  

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/ 
Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat 
Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ 
Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ 
Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 
Kedokteran; 
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/ 
Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan 
Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan 
Informasinya; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/ 
Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ 
MENKES/ PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);  

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 
2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 122); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 
tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 915); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLINIK. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis 
dasar dan/atau spesialistik. 

2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  

3. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas 
menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi 
seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan 
teknis kefarmasian di Klinik. 
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4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

BAB II 

JENIS KLINIK 

Pasal 2 

(1) Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi: 

a. Klinik pratama; dan 

b. Klinik utama. 

(2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar 
baik umum maupun khusus.   

(3) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau 
pelayanan medik dasar dan spesialistik.  

(4) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkhususkan 
pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin 
ilmu atau sistem organ.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klinik dengan kekhususan pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri.       

Pasal 3 

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau 
masyarakat.  

Pasal 4 

(1)  Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus 
didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat 
jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.  

(3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat 
inap harus didirikan oleh badan hukum.  
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BAB III 
 PERSYARATAN  

 Bagian Kesatu 
Lokasi 

Pasal 5 

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang 
diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan 
kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. 

(2) Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan 
kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(3) Ketentuan mengenai persebaran Klinik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak berlaku untuk Klinik perusahaan atau Klinik instansi 
pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, 
warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.  

Bagian Kedua 

Bangunan  

Pasal 6 
(1) Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik 

bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.  
(2) Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah 
susun, dan bangunan yang sejenis. 

(3) Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, 
kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta 
perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk 
penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut. 

Pasal 7 

(1) Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:  

a. ruang pendaftaran/ruang tunggu; 
b. ruang konsultasi; 

c. ruang administrasi; 
d. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang 

melaksanakan pelayanan farmasi;  

e. ruang tindakan; 
f. ruang/pojok ASI; 
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